Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
15

% 4

I ”_'.. b

PUTUSAN
Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Pl N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung
Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi
kuasa kepada XXXXX. Dan XXXXX. Advokat dan pengacara
dari Kantor Hukum LBH XXXXX yang beralamat di Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa Nomor:
140/Adv/lIl/2019/PA.Cbn  tertanggal 19-02-2019  sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan DIll, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Pancoran Mas, Kota
Depok; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat

bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04

Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada
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hari itu juga dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Cbn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 29 April 2002 Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
Sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal
29 April 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di XXXXX Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.Selama
pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak.

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah
tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018
keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan
tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus disebabkan karena:

4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam
urusan rumah tangga;

4.2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan
dalam membina rumah tangga, dan Penggugat berketetapan hati
untuk bercerai denganTergugat;

4.3. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati
Penggugat;

4.4. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya sekedar saja;

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan
rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya awal tahun 2019
yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai
saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat
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dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah
tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya, Penggugat berpendapat
bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

7. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup
rukun dan tentram dalam mabhligai rumah tangga, dengan keadaan yang
sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu
sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lIslam terdapat

cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat
mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk

hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau: Apabila Majlis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat
dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian
masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak

berperkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat
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untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk
menunjuk XXXXX. sebagai mediator dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis
Hakim menetapkan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator
XXXXX. berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Cbn
tanggal 07 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi Nomor
244/Pdt.G/2019/PA.Cbn pada tanggal 07 Februari 2019, upaya mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil dan Penggugat
memohon persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau
penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/berselisih
paham, yang benar pertengkaran tersebut jarang terjadi;

— Bahwa, pertengkaran dan perselisihan paham antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2018;

— Bahwa Penggugat sering tidak mensyukuri kehidupan yang telah dijalani
saat ini;

— Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika
kemarahan sedang memuncak tanpa terkendali;

— Bahwa tidak benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya
sedekar saja, Tergugat selalu memberikan nafkah lebih dari cukup
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan replik secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita
acara sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak
mengajukan duplik meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah menyerahkan alat bukti surat berupa:
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1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX bertanggal 29 April 2002
yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Gunung Sindur Kabupaten
Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah
dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Jampang dengan Nomor surat: 420/2/Ds/I/2019 yang dikeluarkan pada
tanggal 02 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup
dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti
P.2;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat
menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula
menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah
sumpah yaitu:

1. Saksi |, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai kakak kandung;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;

— Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018, sudah tidak
rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena sering berselisih paham dalam masalah
keuangan, Tergugat memberikan nafkah hanya sekedarnya saja kepada
Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada
Penggugat, dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah
sejak awal tahun 2019;

— Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

— Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
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2. Saksi ll, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;

— Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018, sudah tidak
rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

— Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat
sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat
memberikan nafkah hanya sekedarnya saja kepada Penggugat, Tergugat
mempunyai hubungan dengan wanita lain;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah
sejak awal tahun 2019;

— Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

— Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan
Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan
bantahannya, Tergugat juga menghadirkan 1 orang saksi ke persidangan yang
menerangkan di bawah sumpah yaitu: XXXXX, memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
telah menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum

dikaruniai anak;
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— Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 5 bulan yang lalu,
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, saksi tidak megetahui masalah rumah tangga Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang
lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi
sanggup mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Tergugat, Majelis Hakim telah
memberikan kesempatan kepada orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil karena
Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara
tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga
dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis
hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis
Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan

Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
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Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya
adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut
penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat,
para pihak dalam perkara a quo merupakan suami dan istri yang sah yang telah
terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena
itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri,
dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan
gugatan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang
Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam
dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh
karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan
terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh
pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa
yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan
untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk
mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan
surat kuasa yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada
Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi
kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi

berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan
keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan
terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan
sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang
berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau
wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-
pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang
sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan
landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun
1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa
khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di
pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan
para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek
sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak
dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenubhi
ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa
pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan
tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian
tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam
surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan
landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk
bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang
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menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat waijib
bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan
mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan
keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang
diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian
sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan
keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung
RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama XXXXX. dan XXXXX.
adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak
sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana
ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah
memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak
Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya
kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk
beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal
121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan
tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82
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ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal
131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk
mediator yang bernama Firdaus, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil
(gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui
pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tahun 2018 antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangganya, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat
sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan
Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat sering
melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat
memberi nafkah kepada Penggugat hanya sekedar saja dan puncaknya pada
awal tahun 2019 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
ranjang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat
mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah
merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang
harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita
gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup

rukun dalam rumah tangga mereka;
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Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-
hal yang terkait dengan keretakan hubungan atau ketidak harmonisan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang menjadi
penyebabnya yang berakibat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat diperbaki dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang
dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka sebagian dalil
gugatan Penggugat telah diakui oleh jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan
di atas dan dibantah sebagian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 29 April 2002 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, alat bukti
tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana
sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang
No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut
harus dinyatakan sah dan secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut merupakan akta
autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak
dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat
sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165
HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga
Penggugat mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat
terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat

perkawinan sejak tanggal 29 April 2002;
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 yang diajukan oleh
Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Jampang dengan Nomor: 420/2/Ds/I1/2019 yang dikeluarkan pada
tanggal 02 Januari 2019, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di
kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a
dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal
1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000,
maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat
berupa surat keterangan domisili, hal ini memberi bukti bahwa Penggugat benar
bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah menghadirkan dua orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan
merupakan orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide
Pasal 145 ayat (1), (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di
depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), kemudian saksi
mengangkat sumpah (vide Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat
formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan
dalil-dalil gugatan, keterangan saksi Penggugat berasal dari alasan dan
pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan para saksi
(vide Pasal 171 (1) dan (2) HIR), relevan dengan pokok perkara dan saling
berkesuaian antara satu dengan yang lain (vide Pasal 170 HIR), oleh karena itu
memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut
menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

karena masalah ekonomi, Tergugat memberikan nafkah hanya sekedarnya
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kepada Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada
Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2019, yang mana
keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah
menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172
HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai
berikut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah
menghadirkan 1 orang saksi yang bernama XXXXX telah dewasa dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Tergugat bukan merupakan
orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide Pasal 145 ayat
(1), (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal
22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di depan sidang
(vide Pasal 144 HIR), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 147
HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan
dalil-dalil jawaban Tergugat, keterangan saksi berasal dari alasan dan
pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan saksi (vide
Pasal 171 (1) dan (2) HIR), relevan dengan pokok perkara dan saling
berkesuaian antara satu dengan yang lain (vide Pasal 170 HIR), oleh karena itu
memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Wawan
bin Rosidin menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa
Penggugat dan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal
dan saksi tidak mengetahui penyebab Pengggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal serta saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Tergugat hanya 1

(satu) orang saksi maka berdasarkan adagium unus testis nullus testis yang
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artinya keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi

seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, maka keterangan mengenai dalil

bantahan dan jawaban dari Tergugat tentang perselisihan dan pertengkaran
dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban
Tergugat di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan
Tergugat, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama berumah
tangga belum dikaruniai anak;

2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi dan sering bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar
dan nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan
Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang sejak awal
tahun 2019;

4. Bahwa, saksi-saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap
membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah
menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal
mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan
kesempatan kepada orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat
untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak
berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, hal ini semakin
memberi keyakinan kepada majelis bahwa rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak
telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi

bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk
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mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan
mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak
kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan,
hal ini sesuai dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

aladl s Jle 25 2 0
Artinya: "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik

kemanfaatan”;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat

dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab
Fighu as Sunnah, Juz Il, halaman 249 :

\ e . . et . Al LN
egtlial s b pdlmd] al g2 dza Flaies

o L=z g3l )yl Z.A} W aeal 13
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et 13 Al dall el lgallay Mg gy il alall e bkl o) el e

g p oY) e e g el

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap
isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan
perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga
menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi
isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak
tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-
fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau
mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan
sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu
unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan
batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan

tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah
pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang
dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana
dimaksudkan Al-Qur’an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :
PR Y U (b &) Hady bisa a4 0an W) 15800 W13 ARl Gn 381 IR & AT G
G988

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan
Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam
rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan
Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam
rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil
gugatannnya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat
dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009
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tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya
perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perUndang-Undangan
dan peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara

ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXX)
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,-

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 29 Dzulgaidah 1440 Hijriyah oleh Idawati, S.Ag, M.H. sebagai
Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Firris Barlian, S.Ag, M.H. Hakim-Hakim
sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Linda Ratna
Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Arwendi Idawati, S.Ag, M.H.
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Firris Barlian, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp 30.000,-

Biaya Proses :Rp 50.000,-

Panggilan :Rp 775.000,-

Redaksi :Rp 10.000,-

Meterai :Rp 6.000.-

Jumlah :Rp 871.000,-

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
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